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ABSTRAK

Adiati Adlina. 2018.Pelaksanaan Musyawarah Penetapan Ganti Rugi Pengadaan
Tanah Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalur Ganda Rel Kereta Api Di
Kabupaten Batang Prodi Illmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri
Semarang. Pembimbing 1, Drs. Suhadi, S.H., M.Si.,Pembimbing II, Aprila
Niravita, S.H., M.Kn.

Kata Kunci :Pengadaan Tanah, pelaksanaan musyawarah, jalur rel kereta api

ganda.

Perpres No. 36 Tahun 2005 dan Perpres No. 65 Tahun 2006, pengertian
musyawarah adalah kegiatan yang mengandung saling mendengar, saling
memberi dan saling menerima pendapat, serta keinginan untuk mencapai
kesepakatan mengenai bentukdan besarnya ganti rugi dan masalah lain yang
berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan dan
kesetaraan antara para pihak yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan
benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan pihakyang memerlukan
tanah. Permasalahan yang dikaji adalah : 1) bagaimana pelaksanaan musyawarah
dalam penetapan ganti rugi pembangunan jalur ganda kereta api di Kabupaten
Batang?. 2) Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan
musyawarah pemberian ganti rugi pembangunan jalur ganda kereta api di
Kabupaten Batang?.

Metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode
pendekatan penelitian kualitatif. Jenis penelitian menggunakan metode yuridis
empiris. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder
dengan teknik pengumpulan data yang berupa wawancara, dokumentasi, serta
studi pustaka. Validitas data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber dan
analisis data menggunakan dengan teknik analisis kualitatif yakni dengan tahapan
meliputi: Pengumpulan data; Reduksi data; Penyajian data; dan Kesimpulan atau
verifikasi.

Hasil penelitian bahwa pelaksanaan musyawarah dalam penetapan ganti
rugi terlaksana sebanyak 2 (dua) kali di desa Kuripan,.Dalam pelaksanaan
musyawarah tidak ada keberatan dari warga yang terdampak, baik dari warga
maupun pemerintah telah mendapat kesepakatan bersama. Dalam hal ini warga
sepakat dengan harga yang disepakati dalam hasil musyawarah.

Simpulan dalam pelaksanaan musyawarah dalam penetapan ganti rugi
jalur rel kereta api ganda bahwa tidak ada keberatan dari warga dalam
pelaksanaan musyawarah sepakat dengan harga yang ditawarkan. Dalam Berita
Acara Kesepakatan, untuk kantor pertanahan agar dapat menyalurkan dan
memberi tahu pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengadaan tanah dan
proses pengandaan tanah.
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tanah dalam kehidupan manusia mempunyai arti yang sangat penting
karena sebagian besar dari kehidupannya bergantung pada tanah. Dalam
suasana pembangunan sekarang ini kebutuhan akan tanah semakin
meningkat.

Kegiatan pembangunan terutama pembangunan dibidang materiil baik di
kota maupun di desa banyak sekali memerlukan tanah sebagai tempat
penampungan kegiatan pembangunan. Antara lain: pembangunan jalan,
waduk, rumah sakit, pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, tempat
peribadatan, pendidikan atau sekolah dan lain sebagainya. Sehingga agar
kebutuhan tanah untuk pembangunan dapat terpenuhi tanpa merugikan pihak
lain perolehannya perlu diatur secara pasti dan aman. Semua orang
memerlukan tanah karena tanah memberikan banyak manfaat bagi kehidupan
manusia baik yang bernilai ekonomis maupun non ekonomis.Tanah juga
merupakan modal dasar dalam mewujudkan pembangunan demi kepentingan
umum.Mengingat tanah sebagai salah satu unsur penting dalam pembangunan
maka diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD. 1945 menentukan bahwa “Bumi
dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Mengingat
ketentuan dalam Pasal 33 ayat 33 UUD 1945 mengenai hak menguasai dari

Negara, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok



Agraria, Pasal 2 UUPA mengatur tentang hak menguasai dari Negara yang
memberi wewenang kepada Negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh
rakyat,untuk pada tingkatan yang tertinggi berwenang untuk mengatur dan
menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan
bumi,air dan ruang angkasa tersebut menentukan dan mengatur hubungan-
hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa.
Selanjutnya atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud
dalam pasal 2, dalam Pasal 4 UUPA ditentukan adanya macam-macam hak
atas dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang baik sendiri
maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum. Pasal
6UUPA menentukan bahwa “Semua hak atas tanah mempunyai fungsi
sosial”. Hal ini berarti, bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada
seseorang, tidaklah dapat dibenarkan, bahwa tanahnya itu akan dipergunakan
(atau tidak dipergunakan) semata-mata untuk kepentingan pribadinya,apalagi
kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Penggunaan tanah
harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat daripada haknya,
hinggabermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang
mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan Negara.

Tetapi, dalam pada itu tidak berarti bahwa kepentingan perseorangan
akan terdesak sama sekali oleh kepentingan umum. Sehubungan dengan hak-
hak yang dimaksudkan dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 16 UUPA menentukan
bahwa hak-hak tersebut adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna-
bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil

hutan, hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang



akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya
sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.

Dalam Undang — Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Undang — Undang Pokok Agraria yang disingkat dengan UUPA, dan dalam
Pasal 1 ayat (1) berbunyi: Seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah
air dari seluruh rakyat Indonesia, yang bersatu sebagai bangsa Indonesia.
Untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan
UUD 1945 tanah juga merupakan satu modal utama baik sebagai wadah
pelaksanaan pembangunan maupun sebagai faktor produksi untuk
menghasilkan komoditi perdagangan yang sangat diperlukan untuk
meningkatkan pendapatan Nasional.

Negara sebagai organisasi kekuasaan tertinggi di Indonesia diberi
wewenang menurut UUPA yang ketentuannya dituangkan dalam Pasal 2
ayat (2) UUPA sebagai penjabaran dari isi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945,
sebagai Hak Menguasai dari Negara, memberi wewenang untuk:

a. Mengatur dan meyelenggarakan peruntukkan, penggunaan, persediaan
dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;

b. Menetukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orangorang
dengan bumi, air dan ruang angkasa;

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukumantara orang-orang
dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang
angkasa. The Natural of Justice in the Procurement of Land for General

Interests in the National Development Framework :



“Land is the basic capial development. There ishardly any
development (sectoral) activity that does not require land. Therefore,

the land plays a very impotant role, even determining the succes or
failure of a development.”
Dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur maka Negara
(Pemerintah) membuat suatu rencana umum mengenai persediaan,
peruntukkan dan penggunaan sumber daya Agraria untuk keperluan
pembangunan agar tercapai sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dengan
adanya rencana umum tersebut, maka penggunaan tanah dapat dilakukan
secara terpimpin dan teratur hingga dapat membawa manfaat yang sebesar-
besarnya bagi Negara dan rakyat (Pasal 4 UUPA).

Menurut Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagi
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum “Pengadaan tanah
adalah setiap kegiatan untuk mendapatkan tanah dengan cara memberikan
ganti rugi kepada yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan,
tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah”. Dari
pengertian di atas dapat dilihat bahwa kegiatan pengadaan tanah dilakukan
dengan memberikan ganti rugi kepada pemegang hak atas tanah, tanaman,
bangunan dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah. Pengertian
ganti rugi menurut pasal 1 angka 11 Perpres No. 65 Tahun 2006 adalah
penggantian terhadap kerugian baik bersifat fisik dan/atau non fisik sebagai
akibat pengadaan tanah, bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang
berkaitan dengan tanah yang dapat memberikan kelangsungan hidup yang

lebih baik dari tingkat kehidupan sosial ekonomi sebelum terkena pengadaan



tanah. Menurut ketentuan Perpres No. 65 Tahun 2006 Pasal 11 menentukan
bahwa ganti rugi untuk pengadaan tanah diberikan untuk : hak atas tanah,
bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah.
Penerima ganti rugi adalah pemegang hak atas tanah atau yang berhak sesuai
dengan peraturan perundang-undangan atau nazir bagi tanah wakaf. Bentuk
ganti rugi menurut ketentuan Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang pengadaan
tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dapat berupa
. uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, gabungan dari dua atau lebih
pilihan-pilihan di atas atau bentuk lain yang disepakati oleh pihak-pihak
yang bersangkutan. Sedangkan dasar penghitungan ganti rugi sebagaimana
ditentukan dalan Pasal 15 Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang pengadaan
tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum adalah
didasarkan atas:

a. Nilai Jual Objek Pajak atau nilai nyata/sebenarnya dengan
memperhatikan Nilai Jual Objek Pajak tahun berjalan berdasarkan
penetapan Lembaga atau Tim Penilai Harga Tanah yang ditunjuk oleh
panitia.

b. Nilai jual bangunan yang ditaksir oleh perangkat daerah yang
bertanggungjawab dibidang bangunan.

c. Nilai jual tanaman yang diatur olehinstansi perangkat daerah yang
bertanggungjawab dibidang pertanian. Mengenai bentuk dan besarnya
ganti rugi atascara penghitungan dimaksud di atas ditetapkan dengan
musyawarah. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan

musyawarah adalah sebagai berikut:



a. Menurut Pasal 11 Perpres No. 65 Tahun 2006, apabila dalam
musyawarah telah dicapai kesepakatan antara pemegang hak atas
tanah dan instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang
memerlukan tanah, maka Panitia Pengadaan Tanah mengeluarkan
keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi sesuai dengan
kesepakatan tersebut.

b. Musyawarah yang tidak berhasil atau tidak tercapai kata sepakat,
seperti yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat (2) Perpres No. 65
Tahun 2006, panitia pengadaan tanah menetapkan besarnya ganti
rugi dan menitipkan ganti rugi uang kepada pengadilan negeri yang
wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan.
Penitipan ganti rugi kepengadilan negeri atau konsinyasi tersebut
agak bertentangan dengan asas umum dalam pengadaan tanah.

Menurut Perpres No. 36 Tahun 2005 dan Perpres No. 65 Tahun 2006,

pengertian musyawarah adalah kegiatan yang mengandung saling mendengar,
saling memberi dan saling menerima pendapat, serta keinginan untuk
mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan masalah
lain yang berkaitan dengan kegiatan pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan
dan kesetaraan antara para pihak yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman,
dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah dengan pihak yang
memerlukan tanah. Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang
hak atas tanah yang bersangkutan dan Instansi Pemerintah yang memerlukan
tanah, yaitu dengan cara Panitia mengundang instansi Pemerintah yang

memerlukan tanah,pemegang hak atas tanah dan pemilik bangunan, tanaman



dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan
untuk mengadakan musyawarah di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia
dalam rangka menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian. Musyawarah
dipimpin oleh Ketua Panitia. Dalam hal jumlah pemegang hak atas tanah dan
pemilik bangunan, tanaman dan/atau benda-benda lain yang terkait dengan
tanah yang bersangkutan tidak memungkinkan terselenggaranya musyawarah
secara efektif, musyawarah dapat dilaksanakan bergiliran secara parsial atau
dengan wakil-wakil yang ditunjuk diantara dan oleh mereka. Panitia
menentukan pelaksanaan musyawarah secara bergilir atau dengan perwakilan
berdasarkan pertimbangan yang meliputi banyaknya peserta musyawarah,
luas tanah yang diperlukan, jenis kepentingan yang terkait dan hal-hal lain
yang dapat memperlancar pelaksanaan musyawarah dengan tetap
memperhatikan kepentingan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.
Namun dengan adanya perubahan UU No.2 tahun 2012 tentang pengadaan
tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum Dalam Pasal 1 angka 2
Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 menentukan bahwa “Pengadaan
tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberikan ganti
kerugian yang layak dan adil kepada Pihak yang berhak”.

Kemudian Pasal 86 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012
menentukan bahwa apabila tidak terjadi suatu kesepakatan di dalam
musyawarah dalam menentukan bentuk dan besarnya ganti rugi maka Panitia
Pengadaan Tanah akan menitipkan ganti rugi kepada ketua Pengadilan
Negeri yang wilayah lokasi pembangunan untuk kepentingan umum sekarang

Permasalahan dalam pengadaan tanah dapat terkait secara langsung dengan



proses pengadaan tanahnya sejak perencanaan hingga penyerahan, maupun
dampak tidak langsung dari kesejajaran nilai tanah yang telah digantikan
dengan uang atau lainnya. Dalam proses pengadaan tanah tersebut perlu
adanya tahap pemberitahuan kepada sasaran subyek yang dituju dalam hal ini
adalah masyarakat yang obyeknya dalam hal ini berupa tanah beserta
bangunan diatasnya yang direncanakan akan diadakan pengadaan tanah.
Dibutuhkan proses komunikasi dialogis atau musyawarah antar pihak yang
berkepentingan guna mencapai kesepahaman dan kesepakatan dalam
perencanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) menjadi dasar pemberianGanti Kerugian kepada pihak yang berhak yang
dimuat dalam berita acara kesepakatan.Dalam hal tidak terjadi kesepakatan
mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak yang berhak dapat
mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam waktu
paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah penetapan Ganti
Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1). Pengadilan Negeri
memutus bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian dalam waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya pengajuan keberatan. Pihak yang
keberatan terhadap putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dalam waktu paling lama 14 (empat belas) harikerja dapat
mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling lama
30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima. Putusan

Pengadilan Negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan



hukum tetap menjadi dasar pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang
mengajukan keberatan. Dalam hal Pihak yang berhak menolak bentuk
dan/atau besarnya ganti kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan dalam
waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), karena hukum pihak
yang berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya ganti kerugian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

Menurut Anggota Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Rel Jalur rel ganda
kereta api, Kabupaten Batang, di Batang, mengatakan bahwa proyek
pembangunan rel jalur rel ganda kereta api ini akan membutuhkan lahan milik
warga dan aset pemerintah desa sekitar 361.923 meter persegi,serta lahan
PTPN IX 157.627 meter persegi."Selain itu, melalui perjanjian pinjam pakai
dan kompensasi dengan perhutani akan membutuhkan lahan seluas 24.298
m2 serta kawasan cagar alam seluas 4.478 m2.Menurut dia, saat ini P2T
masih melakukan kegiatan pengukuran bidang tanah, inventarisasi, dan
identifikasi data yuridis tanaman serta bangunan."Sedangkan kegiatan yang
telah kami lakukan untuk menyukseskan proyek pembangunan jalur rel ganda
kereta api, adalah sosialisasi pada masyarakat yang terkena proyek tersebut.
Pematokan desain pembangunan jalur rel ganda kereta api juga sudah
selesai,” la mengaku ada beberapa kendala pada proses pelaksanaan
pembangunan rel jalur rel ganda kereta api KA, antara lain jarak antara
sekretariat P2T dengan kantor satuan kerja (Satker) rel jalur rel ganda kereta
api cukup jauh sehingga menyulitkan komunikasi dan koordinasi pelaksanaan
kegiatan pengadaan tanah, terutama pada penyampaian dokumen permohonan
dan pertanggung jawaban biaya operasinal P2T.Selain itu, masih sebagian
besar masyarakat yang belum memasang tanda batas tanahnya yang terkan
dampak proyek pembangunan jalur rel ganda kereta api,” katanya.Lalu juga
memaparkan , sebanyak enam kecamatan yang dipastikan wilayahnya terkena
dampak proyek pembangunan jalur rel ganda kereta api, yaitu Kecamatan
Batang (enam desa/kelurahan), Kandeman (Lima desa), Tulis (Tiga desa),
Subah (Tiga desa), Banyuputih (satu desa), dan Gringsing (Tujuh desa).
(antaranews, 2012).

Proses . tersendatnya masalah pelaksanaan musyawarah di dalam
pengadaan tanah yaitu kebanyakan warga yang menolak tanahnya untuk
dibongkar. Pentingnya forum Musyawarah tanpa mengurangi rasa percaya
terhadap warga pemilik tanah. Upaya pemerintah daerah dalam rangka

pembangunan jalur rel ganda kereta api, tapi sangat diharapkan agar
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pemerintah daerah dan instansi perlu pendekatan dari hati ke hati dengan
masyarakat pemilik lahan/ tanah. Suara masyarakat perlu didengar. Apa yang
mereka harapkan dan apa yang bisa disanggupi oleh pemerintah. Bukan
hanya mendengar suara Pemerintahan Kelurahan. Pendekatan tidak cukup
hanya sosialisasi dengan caranya pemerintah, menyampaikan tujuan dan
keuntungan dari proyek jalur rel ganda kereta api tersebut.

Masyarakat tidak butuh sosialisasi yang hanya mendengarkan rencana dan
tujuan program dari pemerintah, sementara suara masyarakat dalam forum
sosialisasi itu hampir kurang diberi kesempatan. Ada hal yang lebih penting
untuk diperhatikan pemerintah bagi warga pemilik tanah di lokasi yang
terkena pembangunan jalur kereta api jalur rel ganda kereta api. Bukan soal
ganti rugi berupa uang karena itu urusannya sangat formal dan hal yang biasa.
Hal yang lebih penting selain pendekatan dari hati ke hati, juga musyawarah
untuk mufakat tidak boleh disepelekan atau dianggap remeh.

Forum musyawarah ini jangan sekadar formalitas, forum duduk bersama
masyarakat (musyawarah) khususnya warga pemilik lahan / tanah. Melalui
instansi  teknis merupakan cara cukup efektif untuk mencari jalan
penyelesaian yang saling menguntungkan. Sebab, prinsip pembangunan itu
tentu untuk kepentingan masyarakat banyak di kota ini, tidak untuk
merugikan masyarakat, terutama warga pemilik tanah di lokasi pembangunan
jalur rel ganda kereta api. Maka penelitian skripsi ini berusaha untuk
mendalami persoalan pengadaan tanah untuk kepentingan umum khususnya
terkait persoalan musyawarah penetapan ganti rugi dan mekanisme dalam hal

pelaksanaan Musyawarah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan
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penulis diatas tersebut merupakan hal yang mendasari penulis untuk
menyusun skripsi mengenai:

“Pelaksanaan Musyawarah Penetapan Ganti Rugi Pengadaan Tanah
Untuk Kepentingan Umum Pembangunan Jalur Rel Ganda Kereta Api

Di Kabupaten Batang”.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan di atas, maka diperoleh
identifikasi masalah yang kemungkinan muncul dari latar belakang
permasalahan tersebut, antara lain:

1. Proses pengadaan tanah apakah yang sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

2. Prosedur musyawarah pelaksanaan ganti rugi pengadaan tanah untuk
pembangunan Jalur rel ganda kereta api di Kabupaten Batang.

3. Kendala upaya penyelesaian ganti rugi dalam pelaksanakan musyawarah

4. Hasil penyelesaian dalam pelaksanaan musyawarah

Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan agar lebih terfokus,
tidak kabur, dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka penulis perlu untuk
membatasi masalah yang akan diteliti. Pembatasan masalah tersebut adalah:

1. Proses pelaksanaan  musyawarah dalam penetapan ganti rugi dalam
pembangunan jalur rel ganda kereta api di Kabupaten Batang dalam hal
ini penulis tidak membahas sampai proses konsinyasi.

2. Masalah yang ditulis oleh penulis masih menggunakan Peraturan

Presiden nomor 65 tahun 2006 tentang perubahan atas peraturan presiden
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nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan untuk kepentingan umum.
1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang diangkat peneliti dalam karya tulis ini adalah sebagai

berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan musyawarah dalam penetapan ganti rugi
pembangunan jalur rel ganda kereta api di Kabupaten Batang?

2. Hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam pelaksanaan
musyawarah pemberian ganti rugi pembangunan jalur rel kereta api di
Kabupaten Batang?

1.5. Tujuan Penelitian
1. Tujuan Umum
Untuk memperoleh deskripsi mengenai pelaksanaan musyawarah dalam
penetapan ganti rugi bagi pembangunan untuk kepentingan umum berupa
jalur rel ganda kereta api di Kabupaten Batang.
2. Tujuan Khusus
a. Mengetahui proses pelaksanaan musyawarah dalam penetapan ganti
rugi dalam pembangunan kepentingan umum jalur rel ganda kereta api
di Kabupaten Batang.

b. Mengidentifikasi kendala kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan
musyawarah dalam penetapan ganti rugi bagi pembangunan jalur rel
ganda kereta api dan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi

kendala tersebut.
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1.6. Manfaat Penelitian
Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian yang dituangkan

dalam karya tulis ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
Penelitian ini diharapkan nantinya akan berguna untuk perkembangan ilmu
hukum di bidang pengadaan tanah dalam pelaksanaan musyawarah.
Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran-pemikiran yang
akan dijadikan pedoman untuk penelitian sejenis Penelitian ini diharapkan
dapat berguna untuk memperluas wawasan mengenai pengadaan tanah
yang khusunya mengenai proses musyawarah dalam penetapan ganti rugi.
2. Manfaat praktis
a. Bagi masyarakat
Penelitian ini nantinya bisa membuat masyarakat agar lebih mendapatkan
wawasan mengenai pengadaan tanah khusunya di pelaksanaan tanah
dalam hal ganti kerugian dan bagaimana prosesnya.
b. Bagi pemerintah
Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan untuk
bagaimana masyarakat paham akan proses dalam pengadaan tanah dan
pelaksanaannya. Terutama untuk pelaksanaan musyawarah dalam
penetapan ganti kerugian.
c. Bagi Penulis
Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam memperoleh ilmu mengenai
pengadaan tanah dan tahapan pelaksanaan pengadaan tanah di dalam

musyawarah penetapan ganti rugi untuk kepentingan umum
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TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu

Musyawarah merupakan kegiatan yang mengandung saling mendengar,

saling memberi dan saling merenima pendapat keinginan untuk mencapai

kesepakatan besarnya ganti rugi dan masalah lain. Berdasarkan pemeriksaan

dan hasil-hasil penelitian yang ada, penelitian mengenai pelaksanaan

musyawarah dalam penetapan ganti rugi, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

pelaksanaan ganti rugi
terhadap = pencabutan
hak atas tanah untuk

kepentingan

pembangunan rel

rugi dalam
pelaksanaan

pengadaan tanah
jalan jalur lintas

selatan  (JJLS)

Nama Rezky Ameliah | Qodly Zaka | Adlina Adiati
(2017).  Unniversitas | Fatahilah (2018). Universitas
Islam Negeri | (2016). Negeri Semarang
Alaluddin Makassar Unniversitas
Islam Negeri
Sunan Kalijaga
Yogyakarta
Judul Tinjauan hukum | Pemberian ganti | Pelaksanaan

musyawarah
penetapan  ganti
rugi pengadaan
tanah untuk

kepentingan umum
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kereta api di

Kabupaten Barru.

tahun 2012

(studi kasus di

pembangunan jalur

rel ganda kereta

kab Gunung | api di Kabupaten

Kidul) Batang.
Fokus untuk mengetahui | Untuk Untuk mengetahui
Penelitian | sejauh mana | mengetahui Perpres No 65.
pelaksanaanganti rugi | proses Tahun 2006

yang diberikan
pemerintah  terhadap
pencabutan hak atas
tanah untuk
kepentigan

pembangunan rel
kereta api di

Kabupaten Barru.
Pada penelitian ini

jugapeneliti akan

mengkaji apa kendala

yang . terjadi ~ pada
masyarakat dalam
pemberian
ganti rugi.

pemberian ganti

rugi yang
apakah  sesuai
dengan
peraturan
tentang

pengadaan tanah
bagi
pembangunan
untuk
kepentingan
umum untuk
Desa Jetis
Kecamatan

Saptopsari

Kabupaten

tentang perubahan
atas peraturan
presiden nomor 36
tahun 2005 tentang
pengadaan tanah
bagi pelaksanaan
pembangunan
untuk kepentingan
umum yang
berlaku dikaitkan
dengan teori
hukum dan praktek
pelaksanaannya
yang menyangkut
permasalahan

yaitu tentang




16

Gunung Kidul.

pelaksanaan

musyawarah
pemberian  ganti
rugi dalam
pengadaan tanah
untuk

pembangunan jalur
rel ganda kereta
api di Kabupaten

Batang

Permasalahan

Biaya sangat tinggi;

Masalah  pengadaan
tanah/pembebasan
tanah;

inventaris yang

memakan waktu yang
lama;

Sikap masyarakat yang
kurang mendukung;
Spekulan tanah yang

ikut bermain.

Hambatan yang
terjadi
dilapangan
terdapat
tersendatnya
proses
musyawarah
penetapan ganti
rugi yaitu
ekspektasi
masyarakat
yang terlalu
tinggi terhadap

nilai ganti rugi

Pelaksanaan

musyawarah

dalam penetapan
ganti kerugian
dalam pengadaan
tanah untuk
kepentingan umum
pembangunan jalur
rel ganda Kkereta

api di Kabupaten

Batang.
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yang akan

diterima.

Hasil

Penelitian

Hasil penelitian nilai
ganti kerugian yang
diterima warga

tersebut sudah layak

karena jauh diatas
harga pasaran.
Namun,bagi

masyarakat yang
tanahnya hanya
terkena pengadaan

tanah sebagian saja,
hal ini cukup
memprihatinkan

karena sisa tanah yang
tidak terkena
pengadaan tanah
menjadi tidak dapat
dipakai kembali,

sehingga kerugian
yang dialami mereka

cukup besar.

Hasil penetlitian
ganti rugi
diganti  berupa
uang dan tanah
uang yang
berupa cek yang
akan dicairkan
di bank,
sedangkan tanah
dibayar dengan
tanah  dengan

luas 10567m2.

Hasil

penelitian

pelaksanaan

musyawarah

penetapan

ganti

kerugian dilakukan

2 kali dan dibayar

uang karena di

dalam

lama

Peraturan

peraturan
yaitu

Presiden

tidak ada bentuk

ganti
Hanya

uang.

kerugian.

berupa
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2.2. Landasan Konseptual

2.2.1 Tinjauan Umum Pengertian Hak Penguasaan Atas Tanah

Hak-hak penguasaan atas tanah adalah suatu hak berisikan serangkaian
wewenang, kewajiban dan / atau larangan bagi pemegang hak atas tanah.
Authority of Land Procurement Commitee In The Implementation of
Compensation For Land Acquisition :

“The enactment of the basic agraria law in Indonesia is creates

dualism in land law and on western law. The basic agraria law the

dualism and creates the unification of our national land law. ”

Berdasarkan makna diatas tersebut untuk berbuat sesuatu dengan tanah yang
dihaki. Hak-hak penguasaan atas tanah dapat diartikan sebagai lembaga hukum,
jika belum dihubungkan dengan tanah dan subjek tertentu. Dengan adanya hak
menguasai dari negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA,
yaitu bahwa:

“Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang
dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam
yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh
negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh masyarakat.”

Atas dasar ketentuan tersebut, negara berwenang untuk menentukan hak-
hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh dan atau diberikan kepada perseoranngan
dan badan hukum yang memenuhi- persyaratan yang ditentukan. Kewenangan
tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang menyatakan bahwa:

“Atas dasar hak mengusai dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2
ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah,
yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun

bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum.”

Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa:
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“Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberikan
wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh
bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan
yang langsung berhubungan dengan penatagunaan tanah itu dalam batas-batas
menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi.”

Berdasarkan bunyi Pasal tersebut, maka negara menentukan hak-hak atas
tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA, yaitu:

a. Hak milik

b. Hak guna usaha

c. Hak guna bangunan

d. Hak pakai

e. Hak sewa

f. Hak membuka tanah

g. Hak memungut hasil hutan

h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalm hak-hak tersebut di atas

yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya

sementara sebagaimana disebut dalam Pasal 53.

Hak-hak atas tanah tersebut diatas yang bersifat sementara diatur lebih
lanjut dalam Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Hak-hak yang bersifat sementara sebagai yang dimaksud dalam

Pasal 16 ayat 1 huruf h, ialah hak gadai, hak usah bagi hasil, hak

menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat

sifatnya yang bertentangan dengan undang-undang ini dan hak-hak

tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu yang singkat.”

Seseorang atau badan hukum yang mempunyai suatu hak atas tanah, oleh
UUPA dibebani kewajiban untuk mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara

aktif serta wajib pula memelihara termasuk menambah kesuburan dan mencegah

kerusakan tanah tersebut.



20

Selain itu, UUPA juga menghendaki supaya hak atas tanah yang dipunyai
oleh seseorang atau badan hukum tidak boleh dipergunakan semata-mata untuk
kepentingan pribadi dengan sewenang-wenang tanpa menghiraukan kepentingan
masyarakat umum atau dengan kata lain semua hak atas tanah tersebut harus
mempunyai fungsi sosial sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUPA yang
menyatakan bahwa “semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial”.

Pihak yang dapat mempunyai hak atas tanah diatur dalam Pasal 9 ayat (2)
UUPA yang menyatakan bahwa:

“Tiap-tiap warganegara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan

mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh sesuatu hak atas

tanah untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri

maupun keluarganya”.

Sedangkan yang bukan warga negara Indonesia atau badan hukum asing
yang mempunyai perwakilan di Indonesia sangat dibatasi, hanya hak pakai atau
hak sewa saja. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 42 dan Pasal 45 UUPA.

Untuk badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan
berkedudukan di Indonesia dapat mempunyai semua hak atas tanah kecuali hak
milik yang terbatas pada badan-badan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah,
sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b dan Pasal 36 ayat (1) huruf b
UUPA.

2.2.2 Macam-macam Hak Penguasaan Atas Tanah Dalam Hukum Tanah

Nasional

Dalam hukum Tanah Nasional ada bermacam-macam hak penguasaan
atas tanah yang dapat disusun dalam jenjang tata susunan atau hierarki

sebagai berikut :

1. Hak Bangsa Indonesia (Pasal 1 UUPA);
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2. Hak Menguasai dari Negara (Pasal 2 UUPA);
3. HakUlayat masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut
kenyataannya masih ada (Pasal 3 UUPA);

4. Hak-hak Individual;
a. Hak-hak atas tanah (Pasal 4 UUPA):
1) Primer : Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, yang
diberikan oleh Negara dan Hak Pakai yang diberikan oleh Negara
(Pasal 16);
2) Sekunder : Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, yang diberikan oleh
pemilik tanah, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang,
Hak Sewa dan lain-lainnya ( Pasal 37, 41 dan 55)
b. Wakaf (Pasal 49 UUPA);
c. Hak Jaminan Atas Tanah : Hak Tanggungan (Pasal 23, 33, 39, 51

dan Undang-undang No. 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan).

2.2.3 Pengertian Pengadaan Tanah
Pengadaan Tanah adalah perbuatan pemerintah untuk memperoleh tanah
untuk berbagai kepentingan pembangunan, Kkhususnya bagi kepentingan
umum. Pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah
antara pihak yang memerlukan tanah dan pemenang hak atas tanah yang
tanahnya diperlukan untuk kegiataan pembangunan. Menurut Iskandar

(2010:2), arti Pengadaan tanah mempunyai 3 unsur yaitu :

1. Kegiatan untuk mendapatkan tanah, dalam rangka pemenuhan lahan
pembangunan untuk kepentingan umum;

2. Pemberian ganti rugi kepada yang terkena kegiatan pengadaan tanah;
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3. Pelepasan hubungan hukum dari pemilik tanah kepada pihak lain.
Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum dilaksanakan berdasarkan
asas:

a. kemanusiaan;

b. keadilan;

c. kemanfaatan;

d. kepastian;

e. keterbukaan;

f. kesepakatan;

g. keikutsertaan;

h. kesejahteraan;

i. keberlanjutan; dan

J. keselarasan.

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan
tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan
dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin
kepentingan hukum Pihak yang Berhak. Pengadaan  Tanah  untuk
Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai dengan:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah;

b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;

o

. Rencana Strategis; dan
d. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.
Dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan untuk infrastruktur minyak,

gas, dan panas bumi, pengadaannya diselenggarakan berdasarkan rencana
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Strategis dan Rencana Kerja Instansi yang memerlukan tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ dan huruf d.
2.2.4Asas-Asas Pengadaan tanah dalam Hukum Tanah Nasional

ada enam asas-asas hukum yang harus diperhatikan dalam pengadaan

tanah, yaitu:

1. Penguasaan dan penggunaan tanah oleh siapapun dan untuk keperluan
apapun harus ada landasan haknya.

2. Semua hak atas tanah secara langsung maupun tidak langsung
bersumber pada hak bangsa.

3. Cara memperoleh tanah yang dihaki seseorang harus melalui
kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan, menurut ketentuan
yang berlaku. Tegasnya, dalam keadaan biasa, pihak yang mempunyai
tanah tidak boleh dipaksa untuk menyerahkan tanahnya.

4. Dalam keadaan memaksa, jika jalan musyawarah tidak dapat

menghasilkan kata sepakat, untuk kepentingan umum, penguasa
(dalam hal ini Presiden Republik Indonesia) diberi kewenangan oleh
hukum untuk mengambil tanah yang diperlukan secara paksa, tanpa
persetujuan yang empunya tanah,melalui pencabutan hak.

5. Baik dalam acara perolehan tanah atas dasar kata sepakat, maupun
dalam acara pencabutan hak, kepada pihak yang telah menyerahkan
tanahnya wajib diberikan imbalan yang layak, berupa uang, fasilitas
dan/atau tanah lain sebagai gantinya, sedemikian rupa hingga

keadaan sosial dan keadaan ekonominya tidak menjadi mundur.
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6. Rakyat yang diminta menyerahkan tanahnya untuk proyek-proyek
pembangunan berhak untuk memperoleh pengayoman dari Pejabat
Pamong Praja dan Pamong Desa.

Pengadaan tanah harus dilakukan sesuai dengan asas-asas berikut:

a. Asas Kesepakatan, yakni bahwa seluruh kegiatan pengadaan tanah
dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pihak yang memerlukan
tanah dan pemegang hak atas tanah. Kegiatan fisik pembangunan baru
dapat dilaksanakan bila telah terjadi kesepakatan antara para pihak dan
ganti kerugian telah diserahkan.

b. Asas Kemanfaatan, pengadaan tanah diharapkan mendatangkan
dampak positif bagi pihak yang memerlukan tanah, masyarakat yang
terkena dampak dan masyarakat luas. Manfaat dari hasil kegiatan
pembangunan itu harus dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai
keseluruhan.

c. Asas Keadilan, kepada masyarakat yang terkena dampak diberikan
ganti kerugian yang dapat memulihkan kondisi sosial ekonominya,
minimal setara dengan keadaan semula, dengan memperhitungkan
kerugian terhadap faktor fisik maupun nonfisik.

d. Asas Kepastian, pengadaan tanah dilakukan menurut tata cara yang
diatur oleh peraturan perundang-undangan, sehingga para pihak
mengetahui hak dan kewajiban masing-masing.

e. Asas Keterbukaan, dalam proses pengadaan tanah, masyarakat yang
terkena dampak berhak memperoleh informasi tentang proyek dan

dampaknya, kebijakan ganti kerugian, jadwal pembangunan, rencana
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pemukiman kembali dan lokasi pengganti ( bila ada ), dan hak
masyarakat untuk menyampaikan keberatannya

Asas Keikutsertaan/Partisipasi, peran serta seluruh pemangku
kepentingan  (stakeholder) dalam setiap tahap pengadaan tanah
(perencanaan, pelaksanaan, evaluasi) diperlukan agar menimbulkan
rasa ikut memiliki dan dapat meminimalkan penolakan masyarakat
terhadap kegiatan yang bersangkutan.

Asas Kesetaraan, asas ini dimaksudkan untuk menempatkan posisi
pihak yang memerlukan tanah dan pihak yang terkena dampak secara

sejajar dalam proses pengadaan tanah.

h. Minimalisasi dampak dan kelangsungan kesejahteraan sosial ekonomi.

Dampak negative pengadaan tanah sedapat mungkin diminimalkan,
disertai dengan upaya untukmemperbaiki taraf hidup masyarakat yang
terkena dampak sehingga kegiatan sosial ekonominya tidak

mengalami kemunduran.

Menimbang adanya perubahan dalam UU no. 2 tahun 2012 tentang

kepentingan umum. Pengadaan Tanah untuk Kepentingan  Umum

dilaksanakan berdasarkan asas:

a

. kemanusiaan;

b. keadilan;

o

o

D

—h

. kemanfaatan;
. kepastian;
. keterbukaan;

kesepakatan;



26

g. keikutsertaan;

h. kesejahteraan;

i. keberlanjutan; dan

J. keselarasan.

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum bertujuan menyediakan
tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan
dan kemakmuran bangsa, negara, dan masyarakat dengan tetap menjamin
kepentingan hukum Pihak yang Berhak.

Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum diselenggarakan sesuai
dengan:

a. Rencana Tata Ruang Wilayah;

b. Rencana Pembangunan Nasional/Daerah;

c. Rencana Strategis; dan

d. Rencana Kerja setiap Instansi yang memerlukan tanah.

Dalam hal Pengadaan Tanah dilakukan untuk infrastruktur minyak,
gas, dan panas bumi, pengadaannya diselenggarakan berdasarkan Rencana
Strategis dan Rencana Kerja Instansi yang memerlukan tanah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d.Ada tiga prinsip
yang dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu kegiatan benar-benar untuk
kepentingan umum, yaitu:

a. Kegiatan tersebut benar-benar dimiliki oleh pemerintah
Kalimat ini mengandung batasan bahwa kegiatan kepentingan umum
tidak dapat dimiliki perorangan ataupun swasta. Dengan kata lain,

swasta dan perorangan tidak dapat memiliki jenis-jenis kegiatan
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kepentingan umum yang membutuhkan pembebasan tanah-tanah hak
maupun negara.
b. Kegiatan pembangunan terkait dilakukan oleh pemerintah
Kalimat ini memberikan batasan bahwa proses pelaksanaan dan
pengelolaan suatu kegiatan untuk kepentingan umum hanya dapat
diperankan oleh pemerintah. Karena maksud pada kalimat tersebut
belum jelas maka timbul pertanyaan: bagaimana kalau pelaksaaan
dan pengelolaan kegiatan untuk kepentingan umum tersebut
ditenderkan pada pihak swasta, karena dalam prakteknya banyak
kegiatan untuk kepentingan umum namun pengelola kegiatannya
adalah pihak swasta.
c. Tidak mencari keuntungan
Kalimat ini membatasi tentang fungsi suatu kegiatan untuk
kepentingan umum sehingga benar-benar berbeda dengan
kepentingan swasta yang bertujuan untuk mencari keuntungan
sehingga terkualifikasi bahwa kegiatan untuk kepentingan umum
sama sekali tidak boleh mencari keuntungan (Sutedi, 2008:)
2.2.5 Pengertian kepentingan umum
Pengertian pengadaan tanah dalam Perpres No. 65 Tahun 2006 tentang

pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum

Pasal 1 angka 3, adalah “Pengadaan tanah adalah setiap kegiatan untuk

mendapatkan tanah dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang

melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda

lain yang berkaitan dengan tanah”. Berdasarkan pengertian pengadaan tanah
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tersebut diketahui bahwa pelepasan atau penyerahan hak atas tanah dilakukan
apabila tanah yang akan diperoleh atau dibutuhkan adalah tanah hak dan
terdapat kesediaan pemegang hak atas tanah untuk menyerahkannya, namun
status hukum pihak yang membutuhkan tanah tidak berwenang sebagai subyek
hak dari tanah yang akan diperolehnya.

Peraturan perundang-undangan tentang pengadaan tanah bagi
pembangunan, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 1975
tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah.
Adanya Peraturan Menteri ini akhirnya diganti dengan Keputusan Presiden
Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan
Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Setelah reformasi, instrumen
hukum pengadaan tanah berupa Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
tentang Pengadaan tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65
Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
tentang  Pengadaan  tanah  Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum. Peraturan Presiden inipun akhirnya diganti lagi dengan
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. (Suhadi 2016:23)

AdanyaPembaruan peraturan presiden nomor 65 tahun 2006 dan
sekarang menggunakan UU no. 2 tahun 2012 Pengertian Pengadaan Tanah
Menurut Perpres No. 71 Tahun 2012 : Pasal 1 angka (2): “Pengadaan tanah
adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi Ganti Kerugian

yang layak dan adil kepada Pihak yang Berkaitan”. Ada tiga prinsip yang dapat
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ditarik kesimpulan bahwa suatu kegiatan benar-benar untukkepentingan umum,

yaitu:

a. Kegiatan tersebut benar-benar dimiliki oleh pemerintah
Kalimat ini mengandung batasan bahwa kegiatan kepentingan umum tidak
dapat dimiliki perorangan ataupun swasta. Dengan kata lain, swasta
dan perorangan tidak dapat memiliki jenis-jenis kegiatan kepentingan
umum yang membutuhkan pembebasan tanah-tanah hak maupun negara.

b. Kegiatan pembangunan terkait dilakukan oleh pemerintah
Kalimat ini memberikan batasanbahwa proses pelaksanaan dan
pengelolaan suatu kegiatan untuk kepentingan umum hanya dapat
diperankan oleh pemerintah. Karena maksud pada kalimat tersebut
belum jelas maka timbul pertanyaan: bagaimana kalau pelaksaaan dan
pengelolaan kegiatan untuk kepentingan umum tersebut ditenderkan
pada pihak swasta, karena dalam prakteknya banyak kegiatan untuk
kepentingan umum namun pengelola kegiatannya adalah pihak swasta.

c. Tidak mencari keuntungan
Kalimat ini membatasi tentang fungsi suatu kegiatan untuk
kepentingan umum sehingga benar-benar berbeda dengan kepentingan
swasta yang bertujuan untuk  mencari  keuntungan  sehingga
terkualifikasi bahwa kegiatan untuk kepentingan umum sama sekali
tidak boleh mencari keuntungan (Sutedi, 2008:)
Secara garis besar dikenal ada 2 (dua) jenis pengadaan tanah, pertama

pengadaan tanah oleh pemerintah untuk kepentingan umum sedangkan yang

kedua pengadaan tanah untuk kepentingan swasta yang meliputi
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kepentingan komersial dan bukan komersial atau bukan sosial.
Pengadaan tanah untuk kepentingan umum oleh pemerintah dilaksanakan
dengan cara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.

Di luar itu, pengadaan tanah dilakukan dengan cara jual beli, tukar-
menukar, atau cara lain yang disepakati. Dengan demikian, berarti pihak
swasta tidak dapat memanfaatkan Keppres ini (Sumardjono, 2009:74).
Pelepasan hak atas tanah dengan sukarela atau tanpa paksaan dapat
memberikan kekuasaan pada negara untuk kemudian mengatur dan
memberikan hak atas tanahnya untuk kepentingan umum Secara normatif
pengadaan tanah itu berhubungan dengan kegiatan untuk mendapatkan tanah
dengan cara memberikan ganti rugi kepada yang melepaskan maupun yang
menyerahkan tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda yang berkaitan
dengan tanah. Sehubungan dengan itu pengadaan tanah selalu menyangkut
dua sisi yang harus ditempatkan secara seimbang, yaitu kepentingan
masyarakat kepentingan umum dan kepentingan pemerintah.

Secara sederhana dapat diartikan bahwa kepentingan umum dapat saja
dikatakan untuk keperluan, kebutuhan atau kepentingan orang banyak atau
tujuan yang luas.Namun demikian rumusan tersebut terlalu umum dan tidak
ada batasannya. Kepentingan umum adalah termasuk kepentingan bangsa dan
negara serta kepentingan bersama dari rakyat, dengan memperhatikan segi-
segi sosial, politik, psikologis dan hankamnas atas dasar asas-asas
Pembangunan Nasional dengan mengindahkan Ketahanan Nasional serta

Wawasan Nusantara..



31

Selanjutnya pasal tersebut telah diubah Istilah kepentingan umum diatur
dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012
TentangPengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum:
Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat
yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya
untuk kemakmuran rakyat”. Sedangkan yang dimaksud dengan kepentingan
umum menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005
adalah: “kepentingan umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan
masyarakat.” Pengertian kepentingan umum diatur dalam Pasal 1 butir
6 Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 Tentang
Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan
Umum, yaitu: kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, Negara,
dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan
sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

2.2.6. Pelaksanaan Dalam Pengadaan Tanah

Pelaksanaan pengadaan tanah menurut Undang-Undang dilakukan
dengancara penyerahan/pelepasan hak ataupun pencabutan hak atas
tanah.Dalam perbandingan dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun
2005 khususnya Pasal 1 angka 6 Pelepasan/Penyerahan hak adalah
kegiatan melepaskan hubungan hukum antara pemegang hak atas tanah
dengan tanah yang di kuasainya dengan memberikan ganti rugi atas dasar
musyawarah. UU No. 2 Tahun 2012 Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2005

Sedangkan pihak yang melepaskan atau menyerahkan tanah, bangunan,
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tanaman, dan benda-benda lain yang berkaitan dengan tanah berdasarkan
pasal 1 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 adalah:
a. perseorangan;
b. badan hukum;
c. lembaga,
unit usaha yang mempunyai hak penguasaan atas tanah dan/ atau
bangunan serta tanaman yang adah di atas tanah. Selanjutnya,
pencabutan hak atas tanah ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan
Presiden Nomor 36 Tahun 2005 di mana pencabutan hak atas tanah
dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1961
tentang Pencabutan Hak-hak Atass Tanah Dan Benda-benda Yang Ada Di
atasnya. Berkaitan dengan hak-hak atas tanah tersebut di atas, didalam
Pasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Nomor 36 tahun 2005 di tegaskan
bahwa yang dimaksud dengan hak atas tanah itu adalah hak atas bidang
tanah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan dasar Pokok Agraria.
2.2.7. Tahapan Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah
Ketentuan Pasal 7 huruf ¢ Perpres No. 36 Tahun 2005 tersebut diubah
dalam Perpres No. 65 Tahun 2006 sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:
a. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan
tanaman dan benda-benda lain yangada kaitannya dengan tanah, yang
hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan.
b. Mengadakan penelitian mengenai Status Hukum Tanah yang haknya

akan dilepaskan atau diserahkan, dan dokumen yang mendukungnya.
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Menaksir dan memutuskan besarnyaganti kerugian atas tanah yang
haknya akan dilepaskan atau diserahkan.

Memberi Penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena
rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai
rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi
public baik melalui muka, media cetak maupun media cetak maupun
media elektronik agar dapat diketahui oleh seluruh masyarakat yang
terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah.
Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan
instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan
tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan / besarnya ganti kerugian.
Menyaksikan pelaksanaan penyerahan uang ganti rugi kepada
pemegang hak atas tanah, bangunan,tanaman dan benda-benda lain
yang berada di atas tanah.

Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah.
Mengadministrasikan dan  mendokumentasikan semua berkas

pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

Menimbang UU no 12 tahun 2012 :

Tahapan Persiapan :

1.

2.

Pemberitahuan Rencana Pembangunan;
Pendataan Awal,

Konsultasi Publik;

Penetapan Lokasi;

Pengumuman Penetapan Lokasi
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b. Tahap Pelaksanaan:

1. Inventarisasi dan ldentifikasi;

2. Pengumuman Peta Bidang Tanah dan Daftar Nominatif;

3. Penetapan Nilai;

4. Musyawarah;

5. Pemberian Ganti Kerugian

6. Pelepasan Objek Pengadaan Tanah
c. Tahapan Penyerahan Hasil

Pada tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud diatas, lewat Pasal 3
Perpres No. 71 Tahun 2012 tersebut dijelaskan bahwa setiap instansi yang
memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum membuat
rencana pengadaan tanah yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang
Wilayah dan Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam rencana
pembangunan jangka menengah, rencana strategis dan rencana Kkerja
pemerintah instansi yang bersangkutan. Tahapan persiapan maka satu hal
yang sangat penting untuk diperhatikan ialah adanya kewajiban untuk
memberitahukan rencana pembangunan kepada masyarakat pada lokasi
rencana pembangunan. Hal ini secara tegas dijelaskan dalam Pasal 11 ayat 1
Perpres dimaksud. Pasal 11 ayat 2 menjelaskan bahwa pemberitahuan
rencana = pembangunan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilaksanakan dalam
waktu paling lama 20 hari kerja sejak dokumen perencanaan pengadaan
tanah diterima secara resmi oleh gubernur. Mengenai cara pemberitahuan

dijelaskan dalam Pasal 12 ayat 2 yakni dilakukan dengan cara sosialisasi,
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tatap muka atau surat pemberitahuan. Hal yang pasti disini ialah adanya

kewajiban pemberitahuan yang tidak bisa dilanggar.

2.2.8. Pengertian umum Musyawarah

Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan
umum dilakukan melalui musyawarah. Menurut Perpres No. 36 Tahun 2005
dan Perpres No. 65 Tahun 2006, pengertian musyawarah adalah kegiatan
yang mengandung saling mendengar, saling memberi dan saling menerima
pendapat, serta keinginan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentukdan
besarnya ganti rugi dan masalah lain yang berkaitan dengan kegiatan
pengadaan tanah atas dasar kesukarelaan dan kesetaraan antara para pihak
yang mempunyai tanah, bangunan, tanaman, dan benda-benda lain yang
berkaitan dengan tanah dengan pihak yang memerlukan tanah.

Musyawarah dilakukan secara langsung antara pemegang hak atas tanah
yang bersangkutan daninstansi Pemerintah yang memerlukan tanah, yaitu
dengan cara Panitia mengundang instansi Pemerintah yang memerlukan
tanah,pemegang hak atas tanah dan pemilik bangunan, tanaman dan/atau
benda-benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan untuk
mengadakan musyawarah di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia dalam
rangka menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian. Musyawarah
dipimpin oleh Ketua Panitia, dengan ketentuan apabila Ketua berhalangan
hadir maka musyawarah dipimpin oleh Wakil Ketua. Dalam hal jumlah
pemegang hak atas tanah dan pemilik bangunan, tanaman dan/atau benda-
benda lain yang terkait dengan tanah yang bersangkutan tidak

memungkinkan terselenggaranya musyawarah secara efektif, musyawarah
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dapat dilaksanakan bergiliran secara parsial atau dengan wakil-wakil yang
ditunjuk diantara dan oleh mereka. Panitia menentukan pelaksanaan
musyawarah secara bergilir atau dengan perwakilan berdasarkan
pertimbangan yang meliputi banyaknya peserta musyawarah, luastanah yang
diperlukan, jenis kepentingan yang terkait dan hal-hal lain yang dapat
memperlancar pelaksanaan musyawarah dengan tetap memperhatikan
kepentingan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Dalam hal musyawarah dilaksanakan melalui perwakilan, penunjukan
wakil dilakukan secara tertulis, bermaterai cukup yang diketahui oleh Lurah
atau Kepala Desa atau surat penunjukan atau kuasa yang dibuat dihadapan
pejabat yang berwenang. Dalam musyawarah untuk pengadaan ini ada tiga
hal yang penting yaitu:

a. Lokasi

Musyawarah dilaksanakan ditempat yang telah disebutkan dalam surat

undangan, yang hadir dalam musyarah tersebut adalah panitia pengadaan

tanah, para pemegang hak dan instansi pemerintah yang memerlukan
tanah.
b. Isi muyawarah

Musyawarah dilaksanakan untukmemperoleh kesepakatan mengenai:

1.Pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di lokasi tersebut,

2. Bentuk dan besarnya ganti rugi.

c. Penentuan Bentuk dan Besarnya Ganti Rugi

Setelah musyawarah dilakukan ada dua kemungkinan yang terjadi,

mereka berhasil memperoleh kesepakatan mengenai ganti kerugiannya atau
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mereka tidak berhasil memperoleh kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya
ganti kerugian berkenaan dengan pengadaan tanah yang bersangkutan.
Mengenai hal ini diatur penyelesaian lebih lanjut yaitu:

1. Menurut Pasal 11 Perpres No. 36 Tahun 2005 dan Perpres no. 65
Tahun 2006, apabila musyawarah telah mencapai kesepakatan antara
pemegang hak atas tanah dan instansi pemerintah yang memerlukan tanah,
panitia pengadaan tanah telah mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan
besarnya ganti rugi sesuai dengan kesepakatan tersebut.

2. Menurut Pasal 10 ayat (2) Perpres No. 36 Tahun 2005 dan Perpres no.

65 Tahun 2006, apabila musyawarah telah diupayakan berulang kali dan
kesepakatan mengenai betuk dan besarnya ganti rugi tidak tercapai juga,
panitia pengadaan tanah mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan
besarnya ganti rugidan menitipkan ganti rugi ruang kepada pengadilan negeri
yang wilayah hukumnya meliputi lokasi tanah yang bersangkutan.Lembaga
Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang Berhak dalam
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil penilaian dari
Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk menetapkan
bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil penilaian
Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.Hasil kesepakatan
dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
penetepan Ganti Kerugian kepada Pihak yang Berhak yang dimuat dalam
berita acara kesepakatan.Dalam hal tidak terjadi kesepakatan mengenai
bentuk dan/atau besarnya penetapan Ganti Kerugian, Pihak yang Berhak

dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dalam
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waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah musyawarah
penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(1).Pengadilan negeri memutus bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya
pengajuan keberatan.Pihak yang keberatan terhadap putusan pengadilan
negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama
14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada Mahkamah
Agung Republik Indonesia.

Mahkamah Agung wajib memberikan putusan dalam waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan kasasi diterima.Putusan
pengadilan negeri/Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap menjadi dasar pembayaran Ganti Kerugian kepada pihak yang
mengajukan keberatan. Dalam hal Pihak yang Berhak menolak bentuk
dan/atau besarnya Ganti Kerugian, tetapi tidak mengajukan keberatan
dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), karena
hukum Pihak yang Berhak dianggap menerima bentuk dan besarnya Ganti
Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diatur dalam UU no
12 tahun 2012.

2.2.9. Tinjauan umum mengenai ganti rugi

Ganti Kerugian adalah penggantian yang layak dan adil kepada
pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah Penilaian besarnya nilai
Ganti Kerugian oleh Penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat
(1) dilakukan bidang per bidang tanah, meliputi:

a. tanah;
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b. ruang atas tanah dan bawah tanah;

o

. bangunan;

d. tanaman;

D

. benda yang berkaitan dengan tanah; dan/atau

—h

kerugian lain yang dapat dinilai.
Nilai Ganti Kerugian yang dinilai oleh Penilai sebagaimana
dimaksuddalam Pasal 33 merupakan nilai pada saat pengumuman
penetapan lokasi pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26. Besarnya nilai Ganti Kerugian berdasarkan
hasil penilaian Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat disampaikan kepada
Lembaga Pertanahan dengan berita acara. Nilai ganti kerugian berdasarkan
hasil penilaian penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi
dasar musyawarah penetapan Ganti Kerugian. Dalam hal bidang tanah
tertentu yang terkena Pengadaan Tanah terdapat sisa yang tidak lagi dapat
difungsikan sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya, Pihak yang
berhak dapat meminta penggantian secara utuh atas bidang tanahnya.
Pemberian Ganti Kerugian dapat diberikan dalam bentuk:

a. uang;

b. tanah pengganti;

c¢. permukiman kembali;

d. kepemilikan saham; atau

e. bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.
Perbandingan dengan ketentuan perundang-undangan lainnya yang

mengatur tentang hal yang sama seperti bentuk-bentuk ganti kerugian
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yang dapat diberikan dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan
umum berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 adalah
sebagai berikut;

a. Dalam bentuk uang; dan/atau

b. tanah pengganti; dan/atau

c. pemukiman kembali dan/atau

d. gabungan dari dua atau lebih bentuk ganti kerugian sebagaimana

yang di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c.

e. bentuk lain yang disetujui oleh pihakpihak yang bersangkutan,
sementara itu,

Dalam proses pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum, tidak senantiasa berjalan lancar terutama yang
berkaitan dengan penentuan bentuk maupun jumlah ganti
kerugian.Lembaga Pertanahan melakukan musyawarah dengan Pihak yang
Berhak dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak hasil
penilaian dari Penilai disampaikan kepada Lembaga Pertanahan untuk
menetapkan bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian berdasarkan hasil
penilaian Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

Hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) menjadi dasar pemberian Ganti Kerugian kepada Pihak yang
Berhak yang dimuat dalam berita acara kesepakatan. Dalam hal tidak terjadi
kesepakatan mengenai bentuk dan/atau besarnya Ganti Kerugian, Pihak
yang Berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri

setempat dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah
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musyawarah penetapan Ganti Kerugian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 37 ayat (1). Pengadilan negeri memutus bentuk dan/atau besarnya
Ganti Kerugian dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak
diterimanya pengajuan keberatan. Pihak yang keberatan terhadap putusan
pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu
paling lama 14 (empat belas) hari kerja dapat mengajukan kasasi kepada
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah  Agung  wajib
memberikan putusan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja
sejak permohonan kasasi diterima. Putusan pengadilan Negeri/Mahkamah
Agung vyang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar

pembayaran Ganti Kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan.
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2.3. Kerangka Berfikir
2.3.1 Bagan Kerangka Berfikir

Secara umum kerangka berfikir yang hendak dibangun dapat dilihat dalam

bagan dibawah ini:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi pembangunan Untuk Kepentingan Umum

Peraturan Presiden no 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Pelaksanaan
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum

v
Pembangunan jalur
kereta api jalur rel ganda
kereta api di Kabupaten

I

A 4 A 4

Masyarakat Panitia
pengadaan
tanah
' Metode Yuridis
Sosiologis
Pelaksanaan rr!usya\_/va}rah dalam - Wawancara
penetapan ganti rugi jalur kereta > - Observasi
api jalur rel ganda kereta api - Dokumentasi
Kabupaten Batang

A 4

sepakat

Tidak
sepakat

A 4

A 4
Pengadilan
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2.3.2 Penjelasan Bagan Kerangka Berfikir

Langkah awal dalam penelitian ini, yang membahas mengenai pengadaan
tanah dalam pelaksanaan musyawarah dalam pengadaan tanah untuk
kepentingan umum pembangunan jalur rel ganda kereta api di kabupaten
Batang yaitu dengan merumuskan dasar hukum yang akan digunakan dalam
penelitian. Dalam Peraturan Presiden No 65. Tahun 2006 tentang perubahan
atas peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi
pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memberikan
penjelasan mengenai pelaksanaan musyawarah dalam penetapan ganti kerugian
yaitu :

1. Musyawarah dillaksanakan dalam jangka waktu paling lama 120
(seratus dua puluh) hari kalender terhitungsejak tanggal undangan
pertama.

2. Apabila tidak terjadi kesepakatan dalam musyawarah, panitia
pengadaan tanah , panitiapengadaan tanah menetapkan besarnya
ganti rugidanmenitipkan ganti rugi uang kepada pengadilan
negeriyang  wilayah  hukumnya  meliputi  lokasi  tanah
yangbersangkutan.

3. Bentuk ganti rugi dapat berupa :Uang; dan/atauTanah pengganti;
dan/atau, Pemukiman kembali; Gabungan dari dua atau lebih
bentuk ganti kerugian, Bentuk lain yang disetujui oleh pihak-
pihak yang bersangkutan.

Dalam realisasinya pelaksanaan musyawarah sesuai dengan Peraturan

Presiden No. 65 tahun 2006 tentang perubahan atasperaturan presiden nomor
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36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum musyawarah dilakukan paling lama 30 hari setelah tim
penilai memberikan data yang dibutuhkan untuk panitia pengadaan tanah yaitu
Kantor Pertanahan Kabupaten Batang. Untuk ganti kerugian umumnya
masyarakat batang sepakat tanpa adanya kosinyasi karena ada pendekatan
secara personal dari panitia pengadaan tanah untuk warga yang terkena dampak
jalur rel ganda kereta api dan biasanya musyawarah hingga 2 kali dalam
pelaksanaan musyawarah penetapan ganti kerugian. Dalam bentuk penilaian
ganti kerugian karena masih menggunakan peraturan lama yaitu menggunakan
Perpres No. 65 tahun 2006 tentang perubahan atasperaturan presiden nomor 36
tahun 2005tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk
kepentingan umum warga yang terkena dampak dalam proyek pengadaan tanah
jalur rel ganda kereta api dalam bentuk uang.

Sebagai langkah dalam penelitian yang akan dilakukan maka penelitian
dilakukan dengan metode observasi di lapangan, melakukan wawancara
dengan pihak-pihak terkait, serta dengan melakukan dokumentasi terhadap hal-
hal yang relevan terhadap penelitian yang dilakukan.

Sebagai tujuan akhir dari penelitian ini diharapkan sebagian besar tidak
ada hambatan dalam pelaksanaan musyawarah untuk warga bisa bekerja sama
dengan pemerintah dan panitia pengadaan tanah karena agar mencapai mufakat

dan tidak mempersulit dalam proyek pengadaan tanah.
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peraturan perundangundangan dan Nazir bagi tanah wakaf.Hal ini berarti apabila ada
penggarap di atas tanah yang terkena pengadaan tanah tersebut atau apabila ada orang
yang tinggal atau menguasai di atas tanah negara maka mereka tidak dapat diberikan ganti
kerugian karena persyaratanpersyaratan yang terdapat dalam Perpres No. 65 Tahun 2006
ini. Pelaksanaan Bentuk Ganti Rugi menurut UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan
Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, secara jelas menyebutkan bahwa
Ganti Kerugian penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses
pengadaan tanah.
Menambah Pasal baru antara Pasal 18 dan Pasal 19 menjadi Pasal 18A, yang
berbunyi sebagai berikut :
“Pasal 18A Apabila yang berhak atas tanah atau benda-benda yang ada
diatasnya yang haknya dicabut tidak bersedia menerima gantirugi sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan Presiden,karena dianggap jumlahnya kurang layak,
maka yangbersangkutan dapat meminta banding kepada PengadilanTinggi agar
menetapkan ganti rugi sesuai Undang-UndangNomor 20 Tahun 1961 tentang
Pencabutan Hak-Hak AtasTanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya dan
PeraturanPemerintah  Nomor 39 Tahun 1973 tentang Acara PenetapanGanti
Kerugian oleh Pengadilan Tinggi Sehubungan denganPencabutan Hak-Hak Atas
Tanah dan Benda-Benda yang ada
di Atasnya.”
Dalam kasus ini hambatan yang diteliti penulis yaitu mengenai pelaksanaan

musyawarah dalam penetapan ganti rugi jalur rel ganda kereta api di Kabupaten Batang

yaitu hambatannya mengenai besarnya nilai.



BAB V
PENUTUP
5.1 SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka simpulan peneliti
adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan musyawarah daalam penetapan ganti kerugian dalam pengadaan tanah
untuk kepentingan umum pembangunan jalur rel ganda kereta api di Kabupaten Batang.
Dalam pelaksanaan musyawarah penetapan ganti kerugian pengadaan tanah untuk
kepentingan umum pembangunan jalur rel ganda kereta api di Kabupaten Batang sesuai
dengan Peraturan Presiden No 65 tahun 2006 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan
pembangunan kepentingan umum karena telah memenuhi unsur undangan, pelaksanaan
musyawarah dan berita acara kesepakatan.

Adanya musyawarah lebih dari 1 kali yaitu dikarenakan perbedaan keinginan dari
pemegang hak atas tanah dan instansi yang terkait dalam hal ini semua pihak terkait
melakukan musyawarah sebanyak 2x di desa kuripan kabupaten Batang.Pelaksanaan
musyawarah penetapan ganti rugi telah sepakat dalam hal ini semua pihak yang terkait
telah sepaat dalam ganti kerugian yang berupa uang tanpa adanya konsinyasi.

Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan musyawarah pemberian ganti rugidalam
pengadaan tanah untuk kepentingan umum pembangunan jalur rel ganda kereta api di
Kabupaten Batang.Dalam berita acara kesepakatan, warga yang terkena dampak telah

sepenuhnya mendukung pembangunan jalur rel ganda kereta api di kabupaten
Batang.Pemegang hak atas tanah yang mempermasalahkan besaran nilai ganti kerugian
dalam musyawarahWarga desa kuripan yang sepenuhnya akhirnya sepakat dengan besaran

nilai yang di tetapkan oleh tim apprisial.

86
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5.2 SARAN
Berdasarkan kesimpulan penelitian, maka penulis dapat mengemukakan saran-saran
sebagai berikut : Dalam pelaksanaan musyawarah penetapan ganti kerugian telah sesuai
dengan Perpres No 65 tahun 2006 tentang pengadaan bagi pelaksanaan pembangunan
untuk kepentingan umum. Dalam hal ini seharusnya instansi lebih bisa andil dalam
masukan pendapat dari warga supaya pelaksanaan musyawarah bisa mufakat dan sepakat.
Tim apprisial an instansi untuk lebih detail dengan penilaian agar tidak ada perbedaan

pendapat antara masyarakat dan instansi
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